PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Bahwa berdasarkan Pasad 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
perguruan tinggi memiliki otonomi ddam pengdolaan lembaganya sebaga  pusat
penydenggaraan pendidikan tinggi dan penditian ilmiah;

Bahwa untuk depat berperan sebaga kekuatan mord yang memiliki kredibilitas untuk
mendukung pembangunan  nasond, Inditut Pertanian Bogor harus  memiliki
kemandirian;

Bahwa Inditut Pertanian Bogor telah memiliki kemampuan pengdolaan yang cukup
untuk dapat memperolen kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih
besar;

Bahwa untuk dapat meredisaskan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan
gtatus hukum Ingtitut Pertanian Bogor sebagal badan hukum milik negara.

Mengingat :

1
2.
3.

Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasiond
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3390);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasa 123
(Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetagpan Perguruan Tinggi
Negeri sebagal Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2860).

Memper hatikan :
Statuta Ingtitut Pertanian Bogor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN
BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB |
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.

Inditut addah Inditut Pertanian Bogor suau perguruan tinggi berbentuk Badan
Hukum Milik Negara yang meneydenggarakan serta bertanggung jaweb atas
pendidikan tinggi dalam berbagal displinilmu;

Menteri addah Menteri Pendidikan Nasona yang bertanggung jawab pendidikan
tingg;

Menteri Keuangan addah Menteri yang bertanggung jawab mewekili Pemerintah di
bidang keuangan yang mempunya kewenangan dadam sdtigp pemisshan hata
kekayaan negara untuk ditempatkan sebagal kekayaan awa maupun pembiayaan
lainnya sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Direktur Jendera addah Direktur Jenderd Pendidikan Tinggi;

Magdis Wdi Amanat addah organ Inditut yang berfungs mewakili pemerintah dan
masyarakat;

Dewan Audit addah organ Inditut yang secara independen meakukan evaluas hasl
audit internd; dan ekdernd atas penyeenggaraan Inditut  untuk dan aas nama
MagdisWdi Amana;

Senat Akademik addah badan normatif tertinggi Inditut ddam bidang akademik
(pendidikan, penditian dan pelayanan kepada masyarakat) yang terdiri atas Rektor,
Wakil Rektor, Dekan Fakultas, guru Besar yang dipilih mddui pemilihan, Wakil
dosen bukan Guru Besxr yang dipilih medui pemilihan, Kepaa Perpustakaan
Ingtitut, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;

Rektor addah representas unit kerja dan mahasswa merupakan Pimpinan Indtitut
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penydenggaraan Ingtitut;

Fekultes addah unsur di Inditut yang mengkoordines pelaksanaan kegiatan
akademik daam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta
seni, dan menjaga mutu penyeenggaraannya;

Dekan adalah koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.

BAB II
PENETAPAN

Peasal 2

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Inditut sebaga badan hukum  milik

negara yang menyd enggarakan pendidikan tinggi.

(2) Dengan penetgpan sebagaimana dimaksud daam ayat (1), maka segda hak dan

kewgiban, perlengkapan dan kekayaan, penydenggaraan pendidikan tinggi,
termasuk pegawal didihkan menjadi asset dan pegawal indtitut.

(3) Peaksanaan pengdihan sebagaimana dimaksud ddam aya (2) pasd ini, diatur oleh

Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB Il
ASAS, SIFAT, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Pertama
Asasdan Sfa



Pasad 3
Indtitut disdenggarakan berdasarkan asas yang dilandas oleh kebebasan akademik,
kebebasan mimbar, otonomi keilmuan, profesiondisme, dan keterbukaan.

Pesd 4
Kompetens utama inditut addah ddam pemanfastan dan  pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni, khususnya bidang pertanian ddam ati sduas

luasnya.

Pasad 5
Ingtitut sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud ddam Pasa 2 addah
badan hukum yang bersifat nirlaba

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Tujuan Indtitut addah :

a. Menghaslkan lulusan berkuditas yang mampu mengembangkan dan menergpkan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;

b. Mengembangkan inovas ilmu pengetahuan dan teknologi sarta seni yang ramah
lingkungan untuk mendukung pembangunan nasond dan memperbaki kesgahteraan
umat manusia;

c. Menjadikan Inditut sebaga lembaga pendidiken tinggi yang Sap  menghadapi
tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat bak
Secaranasond maupun globd;

d. Menjadikan Inditut sebaga kekuatan morad dadam masyarakar Indonesia yang
madani.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 7

(1) Menydenggarakan pendidikan tinggi berkuditas yang rdevan dengan pembangunan
berkelanjutan.

(2) Mdaksanakan penditian dan pelayanan kepada masyarakat untuk memacu kemguan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan penergpannua
Secara aif.

(3) Menyediskan dan mengembangkan fadlitas serta sumber daya untuk memacu
tersdenggaranya pendidikan, penditian dan pelayanan kepada masyarakat serta
memenuhi kemandirian pegawa dalam mel aksanakan tuges.

(4) Mengembangkan secara  konssen dan  dinamis bidang ilmu pengetahuan dan
teknolog serta seni bagi kesgahteraan umat manusia

(5) Membina, mengembangkan dan mewujudkan kecendekiavan Svitas Akademika
yang berbudi dan beradab.

(6) Memberikan penghargaan dalam pendidikan tinggi.



(7) Memberdayakan sumber daya yang ada secara optima, secara sendiri atau bekerja
sama dengan pihak lan, untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kudlitas,
fungs dan peran Indtitut secara berkelanjutan.

BAB IV
JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasd 8

(1) Inditut sebaga pengembang sumber daya manusa dan ilmu pengetahun, teknologi
dan seni dengan berorientas pada pertanian tropika yang berkelanjutan dan mengakar
pada kekayaan dam seta sodd budaya bangsa Indonesa mdaui Tri darma
perguruan tinggi untuk memenuhi  kebutuhan masyaakat ddam  menghadapi
tantangan pembangunan serta masadah ekologi, sosd budaya dan kesehatan.

(2) Inditut mempunyal vis dan mig, serta lambang bendera, motto, himne, busana
akademik dan cap sebaga aribut jatidirinya yang bentuk dan penggunaannya diatur
dan ditetapkan dalam aturan tersendiri.

Pasd 9
Ingtitut berkedudukan dan mempunyai kantor pusat di Bogor

Pasa 10
(1) Inditt sebaga  lembaga pendidiken tinggi  petanian milik  negara  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sgak 1 September 1963;
(2) Inditut didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BABV
KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Pertama
K ekayaan

Pasal 11

(1) Kekayaan Inditut merupakan kekayaan negara berupa aset dan fadlitas yang
dipisshken dari Anggaran Pendapatan dan Bedanja Negara, yang merupakan
kekayaan awal Ingtitut.

(2) Besanya kekayaan awd inditut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) addah sduruh
kekayaan negara yang tertanam pada Ingtitut, kecudi tanah, yang nilainya ditetapkan
oeh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh
Departemen Pendidikan Nasiona dan Departemen Keuangan.

(3) Kekayaan yang tertanam pada Inditut sebagaimana dimeksud pada aya (2) terdiri
atas aset dan fadllitas yang berupa kekayaan awa dan yang diperoleh setelah Indtitut
berstatus badan hukum milik negara

(4) Sduruh kekayaan Indtitut dan penggunaannya mendapatkan perlindungan hukum.
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Pasal 12
Penatausshaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebaga  kekayaan
awa Inditut sebagaimana dimaeksud pada Pasal 11 ayat (1) disdenggarakan oleh
Menteri Keuangan.
Kekayaan negara berupa tanah sebagamana dimaksud pada Pasd 11 ayat (2)
dimanfaatkan untuk kepentingan Indtitut.
Hasl pemanfaastan kekayaan berupa tanah sebagamana dimeksud pada ayat (2)
menjadi  pendapatan Inditut dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungs
Indtitut.
Kekayaan awal Inditut berupa tanah sebagamana dimeksud pada ayat (2)
dimanfaatkan sebesar-besarnya  untuk  Inditut  dengan ketentuan tidek dapat
dipindahtangankan.
Semua kekayaan dalam segda bentuk, termasuk kekayaan intelektud, faslitas, dan
berada di luar tanah tercata sah sebagai hak milik Ingtitut.

Pasal 13
Kekayaan intelektuad sebagaimana dimaksud pada Pasad 12 ayat (5) terdiri atas hak
paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intdektud lannya yang dimiliki
sepenuhnya atau sebagian oleh Inditut.
Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengeolaan kekayaan intelektud diatur lebih
lanjut dalam aturan tersendiri.

Pasd 14
Pembiayaan untuk penydenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan inditut berasd
dari :
a. Pemerintah;
b. Masyarakt;
c. Phak lua negeri;
d. Usahadan tabungan indtitut.
Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasd dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri aas:
a. Anggaran rutin;
b. Angggaran pembangunan.
Inditut mengadokaskan anggaran yang berasd dari masyarakat sebagal pendamping
dana yang diperoleh dari pemerintah daam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Pemerintah dgpat mengdokaskan anggaran pembangunan  untuk  pembiayaan
pembangunan investas dan pengembangan inditut medui mekanisme yang berlaku,
sesual dengan program dan prioritas.
Penerimaan inditut sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) b bukan merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pgjak.

Pasa 15
Pemegang dana Ingtitut addah Bendahara yang diangkat dan diberhenti oleh Rektor;
Bendahara Ingtitut bertanggung jawab kepada Rektor.



Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 16
(1) Inditut mengelola keuangan secaramandiri dengan standar akuntans keuangan.
(2) Semua unit kerja di lingkungan Indituit menganut Sstem pengelolaan  keuangan
Indtitut.
(3) Pengdolaan keuangan Indtitut berpringp trangparan, akuntabel, efisen dan efektif

BAB VI
ORGANISAS

Pasal 17
(1) Organisas Indtitut terdiri atas pengelola, pelaksana akademik, pelaksana administrag,
dan penunjang.
(2) Pengelola terdiri atas Magdis Wai Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan
Pimpinan.
(3) Pdaksana akademik terdiri aas Fakultas, Jurusan, bagian, Lembaga, Pusat, dan

bentuk lain yang dianggap perlu.
(4) Pelaksana adminidtras terdiri atas Direktorat, Sub-Direktorat dan bentuk lain yang

dianggap perlu.
(5) Penunjang akademik terdiri aas Perpustakaan, Laboratorium, Bengke, Pusat
Informas, Kebun Percobaan, Keamanan dan bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB VII
MAJELISWALI AMANAT

(1) Mgdis Wdi Amanat, sbaga organ Inditut yang mewakili kepentingan Inditut,
beranggotakan 11 orang.

(2) Unsur-unsur ddam MagdisWdi Amanat addah :

1 (satu) orang mewakili Menteri;

Rektor mewekili Indtitut;

4 (empat) orang mewakili Senat Akademik;

1 (satu) orang mewekili mahasiswa, yang memegang jabatan organisas

kemahasiswaan
e. 4 (empat) orang mewekili anggota masyarakat yang terdiri atas wekil pemerintah

daerah, penditi luar Indtitut, pelaku bisnis, dan praktis dalam bidang pertanian.

(3) Anggota Mgedis Wai Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan
usulan dari Senat Akademik.

(4) AnggotaMgdisWadi Amanat yang mewakili unsur Menteri diusulkan oleh Menteri.

(5) Anggota Mgdis Wdi Amana yang mewekili unsur Rektor tidek dapat dipilih
sebaga ketua dan tidek memiliki hak suara ddam hd terjadi pengambilan keputusan
berdasarkan pemungutan suara.

(6) Anggota Madis Wdi Amana yang mewekili unsur Senat Akademik diusulkan
medui mekanisme yang berleku ddam ruang lingkupnya sendiri berdasarkan kriteria

op oo



utama atas komitmen, kemampuan, integritas, vis dan wawasan serta minat terhadap
perguruan tinggi.

(7) Anggota Madis Wdi Amanat yang mewekili unsur mahasswa dipilih berdasarkan
mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunya integritas dan prestes
akademik yang baik.

(8) Anggota Mgdis Wdi Amana yang mewekili unsur masyarakat dipilih olen Senat
Akademik dari caoncaon yang diusulkan oleh Rektor atas saran Sivitas Akademika.

(9) Anggota Mgdis Wai Amana, kecudi yang mewakili unsur mahadswa, diangkat
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembai untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(10) Anggota Mgdis Wdi Amana yang mewakili unsur mahesswva diangkat untuk

masa jabatan 1 (satu), dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(11) Anggota Madis Wdi Amanat, kecudi yang mewakili unsur Rektor dan
mahasiswa, mempunya hak dipilih sebagal Ketua Madis Wai Amand.

(12) Ketua Magedis Wdi Amanat dibantu olen seorang Sekretaris yang berasd dan
dipilih dari dan oleh anggota Maedis Wai Amanat untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun dan dapeat dipilih kembdi untuk 1 (satu) kali masajabatan.

(13) Anggota Mgdis Wdi Amana mempunya hak suara yang sama, kecudi dadam
pemilihan Rektor, anggota yang mewekili unsur Menteri mempunyal 35 persen hak
uaradari jumlah seluruh hak suara.

(14) MagdisWai Amanat mengadakan sidang satu kali ddam satu semester.

Pasal 19
(1) MgdisWadi Amanat bertugas untuk :
a Mengesshkan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan Anggaran  Tahunan
Indtitut;
b. Memdiharakondis umum Ingitut daam bidang non akademik;
c. Menetgpkan kebijakan umum Ingtitut dalam bidang non akademik;
d. Mdaksanakan pengawasan dan pengenddian umum aas pengeolaan Indtitut
yang dilaksanakan oleh Dewan Audit;
e. Bersama pimpinan Inditut menyusun dan menyampaikan lgporan tahunan kepada
Menteri;
f.  Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Indtitut;
0. Membina hubungan baik dengan masyarakat lingkungan Ingtitut;
h.  Méeakukan penilaan atas kinerja Pimpinan Inditut;
i.  Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Ingtitut;
J.  Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah masdah yang ada dadam Indtitut.
(2) Mgdis Wai Amana dapat mendeegaskan kewenangannya secara tertulis kepada
Rektor untuk tugas-tugas tertentu.
(3) Ketentuan mengena penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur ddam ayat (2)
ditetgpkan ddam Anggaran Rumah Tangga.
(4) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Mgedis Wai Amana dibebankan
pada anggaran biaya Indtitut.

Pasal 20
Ketua dan Sekretaris Mageis Wai Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :



a.  Pimpinan dan jabatan struktura lainnya pada perguruan tinggi lain;

b. Jabatan struktura padainstang atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;

Cc. Jbatan lannya yang dgpa menimbulkan pertentangan  kepentingan  dengan
kepentingan indtitut.

BAB VIII
DEWAN AUDIT

Pasal 21
(1) Dewan Audit, yang merupakan organ Inditut yang secara independen melaksanakan
evduas hadl audit interna dan eksterna aas penydenggaraan Inditut untuk dan aas
nama Magdis Wai Amanat, terdiri aas lima orang anggota yang bebas dari
pertentangan kepentingan dengan kepentingan Indtitut.
(2) Komponen anggota Dewan Audit terdiri atas :

a Dua orang, tenaga profesond dari luar Inditut Pertanian Bogor yaitu sau orang
yang mempunya keshlian akuntand dan satu orang yang mempunya keahlian
mangemen;

b. Tigaorangguru besar dari luar Ingtitut Pertanian Bogor.

(3) Dewan Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota

(4) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembdi untuk satu kai masa jabatan.

(5) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Mgdis Wdi Amanat.

(6) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Mgeis Wai Amanat.

(7) Dewan audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di Inditut, daam
bidang akademik, kemahasi swaan, keuangan, dan kepegawaian.

(8) Auditor melgporkan hasl audit sebagaimana dimaksud dadam ayat (7) kepada Dewan

Audit.

(9) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian anggota Dewan Audit, dan tata
cara ddang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22
(1) Dewan Audit Inditut bertugas :

a. Menegpkan kebijakan audit serta menyusun materi dan forma  audit, yang
meliputi masukan, proses, kduaran, dan hasl termasuk mediator kinerja pada
bidang pendidikan, penditian, peayanan kepada masyarakat, mangemen, dan
anggaran.

b. Mengevduas hasl audit interma dan eksernd aas penydenggaraan program
Ingtitut secaraindependen untuk dan atas nama Mgdis Wai Amanat;

c. Menunjuk dan mengangkat tenaga audit profesond;

d. Mengambil kesmpulan dan menggjukan saran kepada Mgdis Wai Amanat.

(2) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran biaya

Indtitut.



BAB IX
SENAT AKADEMIK

Pasal 23

(1) Anggota Senat Akademik Inditut, yang merupakan badan normatif tertinggi di
Ingtitut dalam bidang akademik, terdiri atas :

a

b.

C.

70 persen anggota terpilih serta 30 persen anggota karena jabatan (ex-officio);

Dai 70 persen anggota yang ditetgpkan meaui pemilihan seperti yang dimaksud

padaayat (1) huruf aterdiri atas :

i. 80 persen addah wakil guru besar yang dipilih dari dan oleh guru besar,
minima sau orang yang dipilih berasa dari sdtigp fakultas yang merupakan
wakil guru besar dari masing-masing fakultas,

ii. 20 persen adadah wakil dosen bukan guru besar yang dipilih dari dan oleh
dossen bukan guru besar.

Anggota karena jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri aas:

i.  Pimpinan;

ii. Dekan;

iii. KetualLembaga;

iv. Direktur Perpustakaan.

(2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada seluruh Dosen Ingtituit.

(3) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris,
yang dipilih olen dan dari para anggota untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) kai masajabatan.

(4) Senat Akademik ddam meaksanakan tugasnya dagpat membentuk komis-komis atau
panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu
dapat ditambah anggota baru.

(5) Tatacarasidang anggota Senat Akademik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 24

(1) Senat Akademik Ingtitut bertugas :

a

b.

Menyusun kebijaken dasr mengena  pengembangan dan  penyelenggaraan
kegiatan akademik;

Menyusun dan menetgpkan kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian
prestas akademik dan kecekapan serta kepribadian Sivitas Akademika dan
pegawa Inditut;

Menyusun dan menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
Menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar
akademik dan otonomi kellmuan;

Memberi masukan kepada Pimpinan daam penyusunan rencana drategis, serta
rencana kerja dan anggaran tahunan;

Memberi masukan kepada Madis Wai Amana tentang pengawasan mutu
akademik dalam penyeenggaraan pendidikan,;

Mengajukan calon rektor kepada Maelis Wdi Amanat;

Menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan
jabatan akademik lain;



i. Memberikean penilaan aas kinerja Mgdis Wdi Amana dan memberikan hasl
penilaiannya sebagal masukan kepada Menteri;
j. Memberi peniladan aas kingja Pimpinan Inditut ddam bidang mangemen
akademik dan memberikan hasil penilaiannya, sebaga masukan kepada Mgdis
Wdi Amanat.
(2) Hasll penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Maelis Wdi Amanat untuk ditetapkan.
(3) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran
biaya Indtitut.

Pasal 25
(1) Sidang Senat Akademik dilakukan minima satu ka ddam satu semester.
(2) Sdang Senat Akademik di luar jadwa dapat dilakukan gpabila ada usul 25 persen
anggota Senat Akademik.
(3) Sdang Senat Akademik dipimpin Ketua Senat Akademik dan bila berhdangan dapat
digantikan oleh Sekretaris Senat Akademik.

BAB X
PIMPINAN INSTITUT

Pasal 26
(1) Pimpinan Ingtitut terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
(2) Anggota Pimpinan Inditut harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan
perbuatan hukum.

Pasa 27

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Mgdis Wdi Amana, meddui suau
pemilinan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri addah 35 persen dari sduruh
Suara yang sah dan 65 persen sSsanya dibagi rata kepada setigp anggota lainnya

(2) Cdon Rektor digukan oleh Senat Akademik Inditut kepada Maelis Wdi Amanat
melaui suatu proses pemilihen.

(3) Cdon wakil Rektor, atas usul Rektor, diangkat dan diberhentikan oleh Mgdis Wadli
Amandt.

(4) Anggota Pimpinan Indtitut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapa
diangkat kembdi untuk 1(satu) kali masajabatan.

Pasal 28
Caon Rektor dan cdon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebaga
berikut:
a. Berkewarganegaraan Indonesig;
b. Seha jasmani dan rohani;
c. Berpendidikan Dokter;
d. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tingg;
e. Maemiliki jiwakewirausahaan;
f.  Berwawasan luas mengena pendidikan tinggi.



Pasal 29

(1) Taa cara pemilihan Rektor Inditut dgpat dilakukan melaui pembentukan panitia oleh
Magedis Wdi Amana yang betugas menydeks baka cdon Rektor medui
mekanisme kompetis terbuka

(2) Cdon yang tdah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 berhak
mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di hadgpan Madis Wdi Amanat, Panitia
Pemilihan, dan Senat Akademik ddam suatu rgpat terhadap yang dipimpin oleh
KetuaMgeisWadi Amand.

(3) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan Rektor ditentukan dalam suatu
keputusan yang ditetapkan Mgelis Wdi Amandt;

(4) Mgdis Wai Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik terhadap
baka caon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan.

(5) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Mgeis Wali Amanat.

(6) Cdon Rektor yang memperolen suara terbanyak diangkat sebagai Rektor dengan
keputusan MgeisWdi Amana.

Pasal 30

Tugas Pimpinan Inditut addah :

a Medaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penditian dan pelayanan kepada
masyarakat;

b. Mengdola dan mengembangkan kekayaan Inditut, serta memanfastkan kekayaan
Ingtitut tersebut secaraoptimal untuk kepentingan Ingtitut;

c. Mengembangkan kemampuan Sivitas akademika dan pegawal Ingtitut;

d. Membina hubungan dengan lingkungan di luar Inditt dan masyarakat pada

umumnya;

Mempromosi kan program Ingtitut kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum;

Menydenggarakan pembukuan Inditut untuk semua unsur  Inditt dan  semua

kegiaan,

Menyusun rencana Strategis yang memuat Sasaran dan tujuan Inditut yang hendak

dicgpa ddam jangkawaktu limatahun;

Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Indtitut;

Meaksanakan audit internd penydenggaraan tridarma dan Administras;;

Menunda dan mempertimbangkan kembai suatu program yang bertentangan dengan

tujuan dan kepentingan Indtitut;

k. Médaporkan kemguan Indtitut kepada Maelis Wdi Amandt;

. Besama Magdis Wdi Amanat menyusun dan menyampakan lgporan tahunan
kepada Menteri;

m. Membuat usul peraturan ddam bidang akademik untuk digukan kepada Senat
Akademik dan ddam bidang non akademik kepada Mgdis Wai Amanat untuk
pengesahan;

n. Mengangkat dan memberhentikan Dosen dan tenaga penunjang;

0. Pdaksanaan sdang Pimpinan beserta tatacara diatur ddam Anggaran Rumah Tangga.
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Pasal 31



(1) Rektor dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Rektor, Dekan,
Direktur Perpustakaan atau Ketua Lembaga yang memiliki kudifikes dan reevan
dengan tugas yang didelegasikan.

(2) Pmpinan  Inditut mewakili Inditt di ddam dan di luar pengadilan untuk
kepentingan dan tujuan tersebut.

(3) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Inditut gpabila :

a. Terjadi perkaradi depan pengadilan antara Ingtitut dengan anggota Pimpinan;
b. Anggota Pimpinan yang bersangkutan mempunya kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan Inditut.

(4) Ddam hd terjadi keadaan sebagamana dimeksud ddam ayat (3), Maedis Wai
Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Inditut.

Pasal 32

Pimpinan Inditut dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut berikut ini :

a.  Pimpinan dan jabatan strukturd pada lembaga pendidikan tinggi lain;

b. Pimpinan badan usaha di daam maupun di luar lingkungan Ingtitut;

C. Jabatan druktura dan fungsond ddam ingans/lembaga pemerintah pusat dan
daerah;

d. Jabatan lan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan
Ingtitut.

BAB XiI
FAKULTAS

Pasal 33

(1) Fakultas sebagal suatu unsur  Inditut yang mengkoordinas  pelaksanaan  kegiatan
akademik ddam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
sata menjaga mutu  penyelenggaraannya, dikoordines oleh Dekan dibantu oleh
seorang Wakil Dekan.

(2) Kegiatan akademik di fakultas di jurusan, unsur pelaksana akademik dadam satu
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang dipimpin oleh seorang Ketua
Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris dari jurusan yang bersangkutan.

(3) Unsur penunjang pelaksana kegiatan akademik di Jurusan addah Bagian yang
dipimpin oleh seorang Kepada Bagian.

(4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengauran tugas dan wewenang, Serta
pertanggungjawaban Dekan, wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepaa
Bagian diatur ddam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
LEMBAGA

Pasal 34
(1) Lembaga addah unsur peaksana di  lingkungan Inditut yang mengkordinas,
memantau, dan menila pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, penditian,
dan pelayanan kepada masyarakat.
(2) Lembaga diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.



(3) Kegiatan lembaga dilaksanakan di  Pusat, suatu unsur pelaksana  kegiatan  di
lingkungan lembaga yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang Kepda dibantu
oleh seorang sekretaris.

(4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, sSerta
pertanggungiawaban Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepda Pusat, dan
Sekretaris Pusat diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIlI
DIREKTORAT

Pasal 35

(1) Direktorat adalah unsur penunjang pada Inditut sebaga perangkat keengkapan
daam adminigras, pendidikan, dan keuangan yang berada di luar lembaga, fakultas,
jurusan, dan bagian.

(2) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur.

(3) Kegiatan direktorat dilaksanakan di sub-direktorat dipimpin oleh seorang Kepaa
Sub-direktorat.

(4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengauran tugas dan wewenang, Serta
pertanggungjawaban Direktur dan Kepda sub-direktorat diatur dalam peraturan
tersendiri.

BAB XIV
SIDANG TERBUKA INSTITUT

Pasal 36

(1) Sdang terbuka Indtitut dapat dilakukan untuk meaksanakan Wisuda, Dies Natdis,
Pengukuhan Guru Besar, pengangkatan Doktor Kehormatan, dan penganugerahan
tanda kehormatan.

(2) Sdang terbuka Ingdtitut dihadiri Senat Akademik dan Dosen Inditut yang mempunya
jabatan Guru Besar dan yang bergelar Doktor.

(3) Sidang terbuka Indtitut dipimpin oleh Rektor.

(4) Tatecara dan tatatertib pdaksanaan sidang terbuka Inditut lebih lanjut diatur dadam
Anggaran Rumah Tangga

BAB XV
SATUAN USAHA KOMERSIAL

Pasa 37

(1) Satuan ussha komersd addah badan ussha yang didirikan dan dimiliki oleh Ingtitut
dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.

(2) Unit Usaha Komerda dapat berbentuk unit usaha perseroan terbatas atau jenis usaha
komesd lannya yang sgpenuhnya aau sbagian sdhamnya  dimiliki  Indtitut
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengdlolaan satuan usaha komersd sebagaimana dimaeksud ayat (1) dan (2
dilakukan secaraa terpisah dari kegiatan akademik Ingtitut.



(4) Ddam ha pendirian perseroan terbatas, penyertaan moda Inditut tidek melebihi 20%
(duapuluh persen) dari aset Indtitut.

Pasal 38

(1) Pmpinan satuan usaha komersad diangkat dan diberhentikan oleh rektor untuk masa
jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Rektor.

(2) Pmpiana satuan usaha komersd bertanggung jawab  kepada Rektor daam
mel akukan pengelolaan usaha komersd.

(3) Atas persatujuan Rektor, pimpinan satuan ussha komersd lain berbadan hukum,
yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Indtitut.

(4) Setigp tahun pimpinan satuan usaha komersid wagjib menyusun.
a. Rencanakerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Rektor;
b. Lagporan tahunan yang terdiri aas lagporan keuangan dan laporan kegiatan untuk

dipertanggungjawabkan kepada dan disahkan Rektor.

BAB XVI
UNSUR PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 39
Bentuk organisas, pengurus, dan pelaksanaan kegiatan ddam unsur penunjang akademik
yang tediri aas Perpustakaan, Laboratorium, Bengke aau Studio, Pusat Informag,
Kebun Percobaan, Keamanan, dan bentuk lan yang dianggep perlu diatur daam
peraturan tersendiri.

BAB XVII
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 40

(1) Untuk mencapa  tujuan sebagaimana dimeksud dadam pasd 6, penyeenggaraan
Ingtitut menyusun suatu rencana Strategis.

(2) Rencana Strategis addah drategi yang dipilih untuk mencgpa tujuan dan program
yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk meaksanakan drategi tersebut, yang
sekurang-kurangnya memueat antaralain :

Evduas peaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;

Evaluas kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada sadt itu;

Asums yang dipakal ddam menyusun Rencana Strategis,

Penetapan sasaran, drategi, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja

Ingtitut untuk periode perencanaan berikutnya.

(3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setdlah memperolen masukan dari  senat
Akademik Inditut, dan digukan kepada Mgdis Wdi Amanat untuk dibahas dan
disahkan.

op oo



Pasal 41

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Inditut addah penjabaran Rencana Strategis daam
Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan.

(2) Rencana Kerja dan anggaran Inditut digukan kepada Mgedis Wai Amanat sdlambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimula.

(3) Rencana Kerja dan Anggaan disshkan oleh Magdis Wdi Amanat sdambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjdan.

(4) Ddam ha Rencana Kerja dan Anggaran yang digukan belum disshkan oleh Mgdis
Wdi Amanat ssbagamana dimeksud daam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran
Ingtitut sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja
dan Anggaran Indtitut yang telah diusulkan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasa 42

(1) Tahun anggaran Inditut berlaku pada 1 Januari sampa dengan 31 Desember pada
tahun yang sama.

(2) Tatacara pengdolaan keuangan Indtitut disesuaikan dengan kebutuhan Indtitut dengan
memperhatikan efisend, desentraisad, trangparand, dan akuntabilitas.

(3) Tatacara pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran yang berasd  dari
pemerintah sebagaimana diomaksud dadam pasd 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengeolaan anggaran pendapatan
dan belanjanegara.

(4) Tatacara pengelolaan keuangan Inditut sebagamana dimeksud ayat (2) ditetapkan
oleh MgdisWdi Amanat.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas

Pasal 43
(1) Ddam waktu 5 (lima) bulan satdah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama
dengan Magdis Wdi Amana menyampakan lgporan tahunan kepada Menteri
mengena :
a Laporan keuangan yang mdiputi neraca, lgporan arus kas, dan lgporan perubahan
aktivabersih;
b. Laporan akademik, pendlitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meiputi
keadaan, kinerja, serta hasil-has| yang tdah dicgpal Inditut;
c. Laporan ketenagakerjaan Inditut yang meiputi keadaan, kinerja, dan kemguan
yang telah dicapal.
(2) Lgporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsona disusun menurut Standar
akuntans yang berlaku.
(3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud ddam ayat
(1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informas publik.



Pasal 44
(1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua
anggota pimpinan Inditut dan disampaikan kepada Mgdis Wai Amandt.
(2) Ddan hd tedapat anggota pimpinan Institut tidek menandatangani  lgporan
keuangan tahunan dan lgporan akademik tahunan sebagaimana dimeksud ddam ayat
(1) harus disebutkan aasannya secaratertulis daam berita acara penandatanganan.

Pasal 45
(1) Inditut memiliki auditor internd yang diangkat dan diberhentiken oleh Pimpinan
Ingtitut.
(2) Auditor internad bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan
Ingtitut meliputi bidang pendidikan, kemahas swaan, keuangan, dan ketenagakerjaan.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pengawasan atas penydenggaraan Inditut dilakukan oleh Menteri yang dapa
mende egasikan wewenang ini kepada Mgedis Wai Amanat.

(2) Pengawasan ekgternd  pengelolaan  keuangan Inditut dilakukan oleh tenaga audit
fungsond.

(3) Pengawasan internd  pengelolaan  keuangan inditut  sebagaimana  dimaksud  dadam
Pasd 22 dilakukan oleh Dewan Audit.

(4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit interna untuk membantu persapan dan
pel aksanaan proses audit.

(5) Auditor internd bertanggung jawab kepada Pimpinan Ingtitut.

BAB XIX
KETENAGAKERJAAN

Pasd 47

(1) Pegawa Inditut terdiri aas Dosen tetgp dan Tenaga Penunjang tetap yang
pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewsgjibannya ditetapkan
berdasarkan perjanjian kerja sesual dengan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dosen addah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan
kemampuannya diangkat oleh Ingtitut untuk menjaankan tugas menggar.

(3) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dosen Tetap, Dosen
Tidak Tetgp dan Dosen Tamu.

(4) Setiap Dosen berkewgjiban melakukan penditian dan pelayanan kepada masyarakat.

(5) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas Assten, Lektor, Lektor Kepada dan Guru
Besar.

(6) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan didplin
pegawai diatur secaralebih rinci ddam Anggaran Rumah Tangga



Pasal 48
(1) Tenaga penunjang terdiri atas Tenaga Penunjang Tetap, dan Tenaga Penunjang Tidak
Tetap.
(2) Jenjang kepangkatan Tenaga Penunjang terdiri atas empat golongan, masing-masing
golongan terdiri atas dua ruang.
(3) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan displin
tenaga, penunjang diatur secaralebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 49
(1) Pengdihan datus Pegava Negei dpil menjadi Pegawa  inditut  dilaksanakan
sdama-lananya ddam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan
bahwa sstem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu sesingkat-sngkatnya
(2) Pegawa inditut yang berstatus Pegawal Negeri Sipil dan hak aas pensun tetap
merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecudi ssbelum masa pensun memilih

sebagal pegawal inditut.

BAB XX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 50

(1) Mahasiswa addlah pesarta didik yang terdaftar secara sah pada sdah satu program
pendidikan akademik, profesiond atau profes di Ingtitut.

(2) Mahasswa merupakan komponen masyarakat akademik inditut yang bersama-sama
dengan komponen lainnya bertanggung jawab medaksanakan mis  pendidikan
Indtitut.

(3) Status hak, kewgjiban, dan syarat-syarat pendaftaran serta penerimaan mahasiswa
diatur lebih lanjut ddam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Kedudukan mahasiswa sebaga peserta didik pada Inditut diatur lebih lanjut dengan
K eputusan Rektor.

Pasal 51
Waganegara Asng dgpat menjadi mahasswva Inditut setelah  memenuhi  persyaratan
sebagaimana diatur daam peraturan perundang-undangan yang mengatur ha tersebut dan
Anggaran Rumah Tangga

Pasal 52
Mahassva mempunya hak yang sama untuk mendgpatkan peayanan pendidikan dan
pengajaran serta kesgjahteraannya daam mendukung kelancaran proses belgar menggar.

Pasal 53
(1) Setigp mahasiswawgjib untuk :

a lkut menanggung biaya penydenggaraan pendidiken kecudi bagi mahasiswva
yang dibebaskan dari kewgiban tersebut sesua dengan peraturan Inditut yang
berlaku.

b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Ingtitut dan fakultas.



(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut ddam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54
(1) Ddam Indtitut terdapat organisas kemahasi swaan.
(2) Mahasisvamemiliki aribut yang diatur [ebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
(3) Ddam rangka pengembangan bakat, minat, dan pribadi, mahasswa diberikan
kesempatan menydenggarakan dan mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik.
(4) Ketentuan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 55
(2) Alumni addah lulusan sdah satu program gelar dan non glar.
(2) Organisaa dumni inditut dissbut Himpunan Alumni  Inditut Pertanian Bogor aau
disngkat HA-1PB.
(3) Hubungan Indtitut dan dumni disdenggarakan berdasarkan aas kekdluargaan dan
kemitraan.

BAB XXI
PENGHARGAAN

Pasal 56
(1) Penghargaan disampaiekan kepada anggota masyarakat sebaga  pengakuan dan
goresas aas prestad, jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada Inditut dan atau
kontribus yang luar biasa pada kemagjuan ilmu pengetahuanm teknologi, dan seni.
(2) Tatacara, jenis dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut ddam Anggaran Rumah

Tangga

BAB XXIlI
SANKSI

Pasa 57
(1) Warga Indgitut yang melakukan pelanggaran dikenakan sanks sesua  dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku
(2) Indtitut dapat memberikan sanks kepada warga Ingtitut yang melakukan pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Pmpinan inditut sdambat-lambainya ddam masa 1 (satu ) tahun terhitung sgak
ditetapkannnya Peraturan Pemerintah ini membentuk Mgelis Wai Amanat.

(2) Masa perdihan perubahan penydenggaraan inditut dari status Perguruan  Tinggi
Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, kecudi yang disebutkan ddam Pasd 49
ayat 91), addah 5 (lima) tahun.

(3) Dengan berlakunya Perauran Pemerintah ini semua peraturan inditut yang tidak
sesual dan/atau bertentang dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.



BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.
Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraiuran Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa.
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